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Sebagal salah satu cara pembayaran dalam transaksi perdagangan intemasional Letter of Credit (L/C)
memberikan keuntungan dan segi-segi positif bagi para pihak pelaku perdagangan intemasional. LIC
dianggap sebagai cara pembayaran yang paling ideal dan aran karena dengan L 1C kepastian pembayaran
bagi pihak penjual terjamin. Bagi pihak pembeli dengan L/C akan mengamankan dananya sekaligus
menjamin kepastian penyerahan barang yang diperjual belikan. Pembayaran dengan L/C adalah pembayaran
bersyarat dimana penjual bare dapat memperoleh pembayaran apabila menyerahkan dokumen-dokumen
yang sesuai dengan syarat dan kondisi L1C yang menunjukan bahwa penjual telah melaksanakan pengiriman
atau penyerahan barang. Bank sebagai wakil atau kuasa pembeli akan melakukan pembayaran sesuai dengan
instruksi pembeli bilamana dokumen-dokumen yang diterirna telah sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.
Salah satu keterjaminan LIC sebagai instrumen pembayaran adalah karena mengikatnya L1C secara hukum
bagi pars pihak. L 1C merupakan instrumen pembayaran yang bersifat dan mengandung unsur surat berharga
yang mengikat secara hukum. L/C adalah perjanjian atau kontrak yang mandiri (independen) dan terpisah
dengan perjanjian atau kontrak lainnya. L/C sebagai perjanjian karena L/C berisi janji membayar dari bank
penerbit kepada penerima Dengan diterbitkannya L1C bank penerbit terikat untuk membayar sejumlah uang
senilai L1C kepada penjual selaku penerima. Bank penerbit jugaterikat untuk membayar kembali kepada
bank penerus yang diberi kuasa di dalam L1C untuk melakukan pembayaran kepada penerima. Bank
penerus yang bertindak sebagai bank penegosiasi atau bank pengaksep maupun bank pengkonfirmasi terikat
untuk membayar sejak L/C diberitahukan kepada penerima dan apabila bank-bank tersebut dengan
pertimbangannya sendiri melakukan akseptasi atau konfirmasi atas L1C dan mengambil alih serta
menegosiasi dolcumen. Penjual selaku penerimaterikat atas L/C sgjak pengajuan dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan di dalam L1C. Sedangkan keterikatan pembeli selaku pemohon dalam penerbitan L/C adalah
menibayar kembali kepada bank penerbit berdasarkan permintaan penerbitan L/C yang merupakan
perjanjian yang mengikat antara pemohon dan bank penerbit. L/C sebagai perjanjian atau kontrak
intemasional karena para pihak yang terlibat dalam pembayaran L/C berasal dari negara yang berlainan dan
tunduk pada hokum nasional negara yang berbeda. K eterjaminan dan keterikatan lainnya dari L/C secara
hukum adalah L/C sebagai alat penjaminan baik berdasarkan UCP maupun hukum nasional. Beberapa
permasal ahan dalam rangka pel aksanaan pembayaran L/C antaralain adalah dalam hal terjadinya
perselisihan atau sengketa dalam pel aksanaan pembayaran LIC. Para pihak yang terlibat dalam pembayaran
L/C adalah pihakpihak yang berasal dari negara yang berlainan dan tunduk pada hukum nasional negara
yang berbeda. Sementaraitu UCP sebagai ketentuan internasional L/C mengatur prosedur pelaksanaan
pembayaran L/C akan tetapi hanya bersifat pengaturan umum dan tidak semua masalah L/C diatur dalam
UCP. UCP tidak mengatur mengenai pilihan hukum (governing law) dalam hal terjadi perselisihan atau
sengketa dalam pelaksanaan pembayaran L/C. Perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan pembayaran
L/C ini seringkali menjadi kasus hukum intemasional. Dalam praktek pengadilan-pengadilan intemasional
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ada yang mendasarkan din pada UCP maupun hokum kebiasaan intemasional tetapi ada juga yang
mendasarkan diri pada hukum nasional suatu negara dalam menyel esaikan perselishan atau sengketa
tersebut. Perselisihan atau sengketa antar bank dalam pel aksanaan pembayaran L/C |ebih banyak disebabkan
karena adanya kesalahan atau penyimpangan baik karena adanya kelaahan maupun penipuan (fraud). UCP
tidak mengatur mengenai penipuan (fraud) dalam transaksi L/C yang selain merupakan pengecualian
terhadap prinsip independensi LJC juga dapat merugikan bank-bank pelaksana L 1C. Dengan demikian
penyelesaian masalah ini hares merujuk pada hukum nasional suatu negara. UCP juga tidak mengatur
mengenai pilihan hukum dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa antar bank dalam pelaksanaan
pembayaran L/C. UCP tidak mengatur mengenai teknis pelaksanaan L/C sehingga ketentuan teknis
pelaksanaan L/C ini diatur oleh hukum nasional suatu negara. Namun demikian UCP dan hukum nasional
dapat digunakan secara bersamaan dalam pelaksanaan LIC. Di Indonesia ketentuan mengenai teknis
pelaksanaan L 1C diatur oleh ketentuan-ketentuan peraturan perbankan yang disesuaikan dengan praktek
perbankan yang berlaku secara intemasiona dan UCP. Mengingat UCP tidak mengatur mengenai teknis
pelaksanaan L/C guna menghindari resiko yang mungkin timbul maka dalam melaksanakan transaksi LC
bank hams memiliki pertimbangan-pertimbangan baik berdasarkan ketentuan peraturan perbankan nasional
maupun praktek perbankan yang berlaku dalam transaksi L1C secaraintemasional dan UCP. Hal ini
dilakukan demi menjaga kredibilitas dan bonafiditas bank yang bersangkutan dan perbankan nasional pada
umumnya.



